BAB III
MONOGRAFI KOTA PADANG

3.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Padang

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak
di pantai barat Pulau Sumatera dan berada antara 0° 44' 00" dan 12 08' 35"
lintang selatan dan antara 1002 05' 05" dan 1002 34' 09" bujur timur.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, luas Kota Padang

adalah 694,96 km? atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi sumatera

Barat. Kota Padang terdiri dari«l - imatan dengan kecamatan terluas

m?, Berikut adalah tabel luas

daerah dan persentasen A k0 lan Statistik Kota Padang
2016):

No %
1. | Bungus Teluk 14,50
2. LUbH ,37
3. | Lubuk Be 4,45
4. | PadangS 1,44
5. | Padang Timur P#B#NTG 1,17
6. | Padang Barat 7,00 1,01
7. | Padang Utara 8,08 1,16
8. | Nanggalo 8,07 1,16
9. | Kuranji 57,41 8,26

10. | Pauh 146,29 21,05

11. | Koto Tangah 232,25 33,42

Jumlah 694,96 100
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Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar (51,01%) berupa
hutan yang dilindungi oleh pemerintah, sedangkan bangunan dan
pekarangan adalah seluas 62,88 km? (9,05%) dan yang digunakan untuk
lahan persawahan seluas 52,25 km? (7,52%). Sebagai jantung Provinsi
Sumatera Barat, Kota Padang berbatasan langsung dengan kabupaten / kota
lainnya. Adapun batas-batas wilayah Kota Padang yakni:

a. Sebelah Utara :Kabupaten Padang Pariaman

b. Sebelah Selatan :Kabupaten Pesisir Selatan

c. Sebelah Barat :Kabupaten Solok

d. Sebelah Timur :i@ﬂj}gﬁ&;{fﬁﬁg‘?ﬂa

Ketinggian wilayahs@daratan a{"Ra&\a‘ﬂg sangat bervariasi yaitu
P .

antara 0-1.853 m diatas per ngan daerah tertinggi adalah
Kecamatan Lubu
mencapai rata-rat

17 hari dalam 1 b

ri hujan mencapai
anya cukup tinggi
yaitu antara 22,6%c antara 77% - 84%
(Badan Statistik Kota

Pada tahun 2 g mencapai 801.344

jiwa, yang i tpiFagh i igta berjumlah
784.740 ]1§v£ﬁivg;ﬁs;ll1gﬁb§] ilSILH;iMj;F]‘JE'E":,‘:laE:rgr!jadi 1.153
jiwa. Kecamatj‘MAm EHNJIQ Tangah yang
berjumlah 148.264 jiwa,RaAaxB \AyN/aGg luas hingga mencapai
33% dari luas Kota Padang maka kepadatan penduduknya termasuk rendah
yakni 638 jiwa/km?® Kecamatan yang paling sedikit penduduknya serta
kepadatan penduduknya juga rendah yakni Bungus Teluk Kabung yang
berjumlah 23.197 jiwa dengan kepadatan penduduk 230 jiwa/km?.
Kecamatan lain yang juga jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh yakni

sebanyak 343 jiwa/km? dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni 471 jiwa/km?
(Badan Statistik Kota Padang 2016).



Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Padang Berdasarkan
Kecamatan Dari Tahun 2013-2016
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No Kecamatan Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 2014 2015 2016
1. | Bungus Teluk | 20.227 22.164 22.717 23.197
Kabung
2. | Lubuk Kilangan 39.882 38.734 39.700 40.538
3. | Lubuk Begalung 86.055 93.203 95.539 97.560
4. | Padang Selatan 58.780 60.022
5. | Padang Timur 81.427 83.151
6. | Padang Barat 58.420 59.657
7. | Padang Utd 72.766
8. | Nanggalo 55.669
9. | Kuranji .029 110.316
10. | Pauh 50.204
11. | Koto Tangah 15.193 148.264
Jumlah 84.740 | 801.344

Sumber : Badan Statistik K

unbNIVE RS TAS IS AMNE GERI, crdudu
Kota Padang yaIMLA Mh\Bﬁ@ Nd)@Lcau sementara

tidak bekerja tetapi meIPl A pﬁ ﬂ N

r@n jumlah pencari kerja

cukup tinggi yakni mencapai 12,22% dari penduduk berumur 10 tahun

keatas, sisanya sebesar 47,32% adalah bukan angkatan kerja yang termasuk

didalamnya orang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Dari

24.260 orang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota

Padang, sebesar 15.034 orang adalah lulusan SMU dan 5.829 orang sarjana.

Dari data dinas tersebut sebanyak 904 orang pekerja telah mendapatkan

pekerjaan. Berikut tabel jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan di

Kota Padang pada tahun 2016 (Badan Statistik Kota Padang Tahun 2016).
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Tabel 1.3
Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Padang Tahun 2016

No Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. | Sekolah Dasar (SD) 36 11 47
2. | SMP 219 157 376
3. | SMU 6.925 8.109 15.034
4. | D1dan D2 50 299 349
5. | Diploma 3 1.825 2.625
6. | Sarjana 3.738 5.829
Jumlah .14.139 24.260

atera Barat, 2016
| ]
juga terdapat dala . K i Kota Padang. Hal
ini dikarenakan ke Sililia : $G ¢ g dianggap sah di
Indonesia. Pendapa A ‘ I : un 2016 meningkat
dari tahun 2004 d Rp. 460,37 milyar.

Pendapatan tersebut didominasi O Pana Alokast Umum (DAU) sebesar

Rp. 267 0 SNVERESI FASHSEAMNEGERY:h (40)
sebesar Rp. 87, 1 0)- 1afj angunan untuk
pada tahun Zom&m;gr@ﬁg Q;Lan terealisasi
sebesar Rp. 459,09 n‘PyaIAZD%A%NaGerbesar adalah untuk
pendidikan sebesar Rp. 209,74 milyar (45,69%). Untuk Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) tahun 2005 meningkat sebesar 5,28% yaitu pada
tahun 2004 sebesar Rp. 8.652,32 milyar menjadi Rp. 9.109,37 milyar atau
naik sebesar Rp. 457,05 milyar (Badan Statistik Kota Padang 2016).

Pada dasarnya perekonomian didominasi oleh pengangkutan dan
komunikasi yakni sebesar Rp. 3.440,49 milyar (24,94%), diikuti oleh

perdagangan, hotel dan restoran sebsar Rp. 2.815,59 milyar (21,85%). Untuk
PDRB perkapita pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 1,95 juta (13,34%),
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dimana pada tahun 2004 hanya Rp. 14,62 juta menjadi Rp. 16,57 juta (Badan
Statistik Kota Padang 2016).
3.2 Kondisi Sosial Budaya dan Agama
3.2.1 Sosial Budaya

Mayoritas penduduk Kota Padang merupakan suku Minangkabau.
Suku ini awalnya berasal dari dua klan utama Koto Piliang didirikan Datuak
Katumanggungan dan Bodi Chaniago yang didirikan Datuak Parpatiah nan
Sabatang, Suka Kato Piliang memakai sistem aristokrasi yang dikenal dengan
istilah Titiak Dari Ateh (titik dari a ,a.s“) ala Istana Pagaruyung, sedangkan
Bodi Chaniago lebih bersﬂag,d‘émek{'alﬁs yang dikenal dengan istilah
Mambasuik Dari Bumi (?uﬂcul**da i ml)*(ﬁtsg
Kota Padang dan Kebuda

s:stamalia.wordpress.com,
ira n panggal 34 April 2017).
ol d h i

Masyaraka

budaya tradisional if yang datang dari

luar. Kondisi ini gat kondusif bagi
pembangunan nasio suku Minangkabau
mendominasi masyd tluruhan, kehidupan

mereka relatif rukun*sé
terdiri atﬂtﬁmﬁs Wﬁgs,lgf‘hﬁu NEtG/E ﬁi(epulauan
Mentawai, suku il g i s J d pok etnis Cina,
dan berbagai sumAM\r:Ea ang. Di antara
sesama mereka terdapat Ruﬁn B |AaNso@ yang positif dan jarang

terdapat jurang dan kecemburuan sosial yang besar antara berbagai kelompok dan

datang lainnya yang

golongan (https:stamalia.wordpress.com, Kota Padang dan Kebudayaannya,
diakses pada panggal 34 April 2017).
3.2.2 Agama
Mayoritas penduduk masyarakat Kota Padang beragama Islam. Selain
itu ada juga yang beragama Kristen di Kepulauan Mentawai, serta Hindu
dan Buddha yang pada umumnya adalah para pendatang. Berdasarkan hasil

data statistik Kota Padang pada tahun 2016 penduduk yang memeluk Agama
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Islam (777.053), Protestan (6.740), Katolik (11.292), Hindu (1.117), Buddha
(5.142) (Badan Statistik Kota Padang 2016).
3.3 Lingkup Kewenangan Pemerintah Kota Padang
3.3.1 Pemerintah Kota Padang

Pemerintahan kota Padang merupakan bagian dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem
desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
menjalankan otonomi seluas-luasn /2@__) serta tugas pembantuan di kota
Padang. Pemerintahan kota P:i\‘gla‘ﬁg ydxg‘ﬁ?rpg\ n oleh seorang wali kota, yang
dipilih  secara atis e ;\&QD 1945, dan dalam

penyelenggaraan pemer ri atas pemerintah kota
Padang dan DPR

Nomor 26 Tahun

uran Pemerintah
pcara resmi pusat
pemerintahan Kotad Padang Barat ke
Kecamatan Koto taijigel *F, S i dalam zona yang
relatif aman terhada ini juga mengurangi

konsentrasi masyarak$ emerintah Nomor 26

o Iz((z)yf’hal IVERS]TAr§ lSLAM NEG Eﬁaltera Barat
dikepalai olehmm BH(H‘JGgL] -programnya
dibantu oleh wakil walilPa. AaBuAO]Ner@l Mahyeldi Ansharullah
sebagai walikota dan Yusman Kasim sebagai wakil walikota Padang untuk
melaksanakan tugas-tugas eksekutif pemerintahan Kota Padang. Untuk
legislatif, DPRD Kota Padang diketuai oleh Hadison dari Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Jajaran pemerintahan Kota Padang yang terkecil pun berada
di bawah koordinasi langsung walikota dan wakil walikota yang terdiri dari

11 kecamatan (dikepalai oleh camat) dan 134 kelurahan (dikepalai oleh
lurah).
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Adapun visi dan misi pemerintahan Kota Padang adalah sebagai

berikut :

Visi : Mewujudkan Kota Padang menjadi Kota Pendidikan,
Perdagangan dan Pariwisata yang sejahtera, religius, dan
berbudaya.

Misi

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan

SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Barat Sumatera.

Menjadikan Kot ' ba al daerah tujuan wisata yang

ersih, asri, tertib,

melayani i adang 2017).

f an wakil
walikota juga d IjglLRm:gﬁl Elélgg!lih (badan-
badan) dalam mAManBQHJ QI‘LIS aman dan
sejahtera. Begitu juga PalA)eBalA cN pG(sanaan segala bentuk
peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota
Padang. Salah satu bentuk peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan
daerah, dimana Pemko Padang menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) sebagai aparat penegak perda (Pemerintahan Kota Padang, diakses pada
tanggal 13 Maret 2017).

Sebagai aparat daerah, Satpol PP juga berada di bawah koordinasi

walikota. Adapun dasar dibentuknya Satpol PP Kota Padang ini didasari

dengan keinginan pemko untuk mewujudkan kondisi daerah yang tertib,



aman dan tentram serta untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan
pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.
3.3.2 Satpol PP Kota Padang

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP
merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk
membantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemer ,J‘Q:cah Daerah mengatur mengenai
pembentukan Satpol PP, sgpafa -:te_\rﬁérma pembentukan Satpol PP

didasarkan pada Peratura (pr‘émé‘rm orn-qr\éfgahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja (Rlvjtz 0

Praja, Pamong art
mempunyai arti se i 1h. DA awat anak kecil itu
sendiri biasanya did cil, sedangkan Praja
adalah pegawai nege erintahan. Menurut

Kamus Besar Bahasa
e R STTAS TS AN NEGERT™
Polisi Pamong la merintah yang
bertugas memefMAM Bnﬂjvbtgawal Negara
yang bertugas menjaga anAn Bsﬁ0N8@

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk

Pegawai Negeri yang

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur
sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar
dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu,
di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan
kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah dan
menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Renstra Satpol PP 2014-2019:
3).
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Untuk mengoptimalkan Kkinerja Satpol PP Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang
tujuannya adalah untuk membangun kelembagaan Satpol PP yang mampu
mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.
Penataan kelembagaan Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di
suatu daerah, tetapi juga beban tug /cgg_ﬁ__)dan tanggung jawab yang diemban,

budaya, sosiologi, serta risiko (,hé'sey]atr\l_fif&n}\pohsl pamong praja (Renstra
Satpol PP 2014-2019: 3).

Sehubungan deng n al ran Daerah Kota Padang
Nomor 22 Tahu *TALS Orgas i dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pa iIsun berdasarkan
Peraturan Pemerin tidak sesuai lagi
dengan jiwa dan set ahun 2004 tentang
Pemerintahan Dae lan disempurnakan

berdasarkan Peratura erbitkanlah Perda No.
16 tahun g2 T t dang dan
Perwako %Ivgﬁsjﬁbﬁg}{i‘gﬂﬁm wgééskﬁ!an lfungm
Satpol PP Kota m AM;HDI DPL
Adapun visi dan Ri AlaDolAP:Nnﬁaja Kota Padang adalah
sebagai berikut :
Visi : Terwujudnya tata kehidupan masyarakat Kota Padang yang
tertib dan tentram dengan melestarikan filsafah Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah.
Misi :
Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Perundang-undangan lainnya.
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2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat.
3. Menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
(Satpol PP Kota Padang 2017).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan,
memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan
serta mengevaluasi pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah,

sebagai berikut :

1. Perumusan kebija .. > ketentraman dan ketertiban

an Walikota dan

2 an Polisi Pamong
Praja;

3. Pelaksanad 3 ; dan penyelenggaraan

URIVERSITAS l@’l’fﬁwvﬁﬁé ERI"

Kep agat
4, PelaJMAm BDN‘IQ L1cegahan dan
penindakan tpaﬁ pBl&aN)e@lran Daerah, Peraturan

Walikota dan Keputusan Walikota.

5. Pelaksanaan proses administrasi penyidikan, pemeriksaan,
pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

6. Pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga
masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
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7. Pelaksanaan penghentian dan atau penyegelan dengan
menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap
kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota
dan Keputusan Walikota.

8. Pelaksanaan pemberdayaan PPNS dan pengembangan Sumber
Daya Manusia.

9. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap
masyarakat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah , Perturan

Walikota dan Keputusan

10. Pelaksanaan  pembjinaan, mantauan, pengawasan dan
pengendalian . .- evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan t ‘ |

11. Pelaks uga kas Walikota sesuai

-2019: 9).
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IMAM BONJOL
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